BAB VII
PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data tentang sanksi pembatalan
batunak bagi laki-laki dan perempuan yang telah dijelaskan pada bab 1V,V dan
bab VI dapat ditarik kesimpulan yag dapat memberikan jawaban terhadap masalah
yang dirumuskan dalam studi ini yaitu sebagai berikut;

Pertama, latar belakang adanya sanksi pembatalan batunak bagi laki-laki
dan perempuan pada masyarakat Simpang Parit. Terdapat dua alasan yaitu
pernikahan yang diatur oleh orang tua dan keluarga perempuan membiayai pihak
laki-laki menjadi abdi Negara. Pernikahan yang diatur oleh orang tua ialah orang
tua merasa rugi kalau anaknya menikah dengan orang lain tanpa pilihan dari orang
tua, sanksi batunak (peminangan) diterapkan sebagai cara untuk menangani
pernikahan yang diatur oleh keluarga, di mana anak-anak sering kali dijodohkan
tanpa banyak mempertimbangkan pilihan mereka sendiri.

Setelah adanya sanksi pembatalan batunak (peminangan) karena
pernikahan yang di atur oleh orang tua sejak tahun 1950-an, sanksi ini berlaku
sampai sekarang, bagi pihak perempuan yang membatalkan batunak
(peminangan) walaupun batunak (peminangan) yang dilakukan tanpa di jodohkan
dan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari orang tua pada masyarakat simpang
parit. sanksi ini hanya berlaku bagi pihak perempuan yang membatalkan batunak
(peminangan), walaupun terjadi kesalahan dari pihak laki-laki yang menyebabkan
pembatalan batunak (peminangan) tetap hanya pihak perempuan yang dikenakan
sanksi pembatalan batunak (peminangan) dua kali lipat dari tando yang telah
diberikan oleh pihak laki-laki semayam emas (3,37 gram). Sanksi batunak
(peminangan) ini tidak boleh di bayar dengan uang atau pun bentuk lainnya harus
berbentuk emas, sanksi ini langsung diberikan oleh pihak perempuan pada saat
membatalkan batunak (peminangan) dan tujuan dari sanksi batunak (peminangan)
ini ialah untuk mengantisipasi terjadinya pembatalan batunak (peminangan) pada

masyarakat simpang parit. Batunak (peminangan) ini biasanya dilakukan oleh
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anak gadis atau bujang kecuali janda tidak melakukan batunak (peminangan)
sebelum menikah.

Kedua, proses sanksi pembatalan batunak bagi pihak yang membatalkan.
Terdapat perbedaan proses pembatalan batunak bagi laki-laki dan perempuan, jika
laki-laki yang membatalkan batunak diselesaikan tanpa melibatkan tokoh adat dan
pihak laki-laki hanya menyelesaikan pembatalan batunak antara keluarga kedua
belah pihak saja karena pihak laki-laki tidak ada sanksi jika terjadi pembatalan
batunak, sedangkan pihak perempuan menyelesaikan pembatalan batunak secara
adat dan melibatkan tokoh adat serta dikenakan sanksi dua kali lipat langsung
dibayar dalam bentuk emas tidak boleh bentuk uang atau pun bentuk lainnya
tanpa adanya musyawarah atau negosiasi karena aturan ini telah disepakati sejak
awal batunak, jika dikemudian hari salah satu pihak membatalkan batunak maka
akan diselesaikan dengan aturan adat yang berlaku pada pada Masyarakat
Simpang Parit.

Ketiga, dampak yang muncul dari penerapan sanksi batunak. maslahah
dalam konteks ini merujuk pada pertimbangan manfaat (kemaslahatan) dan
bahaya (mudarat) dalam penerapan sanksi adat, termasuk efek jera yang
ditimbulkan.Manfaatnya ialah sanksi ini menjaga komitmen dalam pernikahan
dan memastikan bahwa keputusan batunak diambil dengan penuh tanggung jawab
dan menjaga keseimbangan hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan.
Dengan adanya ketentuan sanksi, keluarga lebih berhati-hati dalam mengambil
keputusan terkait batunak, sehingga mengurangi risiko perpecahan keluarga yang
bisa berdampak pada hubungan sosial. Mudarat sanksi batunak ini yaitu, Beban
ekonomi yang ditanggung oleh pihak perempuan dalam bentuk emas semayam bisa
menjadi tekanan finansial yang berat, terutama jika keluarga perempuan memiliki
keterbatasan ekonomi. Selain itu, sanksi ini dapat menimbulkan perasaan tidak
adil. Efek jera dari sanksi batunak ialah dengan adanya sanksi yang jelas,
masyarakat lebih Dberhati-hati dalam memutuskan perjodohan, sehingga
mengurangi kemungkinan pembatalan yang tidak bertanggung jawab. Sanksi ini

juga berfungsi sebagai kontrol sosial agar adat tetap dihormati dan tidak dilanggar
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secara sembarangan agar bisa menjadi kontrol sosial yang baik, asalkan
diterapkan dengan aturan adat yang berlaku.

7.2 Rekomendasi

Kajian penelitian ini fokus kepada sanksi pembatalan batunak bagi laki-
laki dan perempuan pada masyarakat Simpang Parit yang masih dipertahankan
sampai saat ini. Penyelesaian adat yang dilakukan dalam sanksi pembatalan
batunak diupayakan dengan menggunakan teori structural fungsional oleh Robert
K. merton dalam skemanya yaitu manifest dan laten. Manifest ialah hasil yang
disadari dan sengaja di inginkan dalam proses sosia, jadi manifest sanksi yang
berlaku pada adat tersebut. Laten ialah hasil yang tidak disadari dan tidak
diinginkan dalam proses sosial, jadi laten kenapa dipertahankan sampai sekarang
adat tersebut. Setelah itu pendapat jumhur ulama yang sesuai dengan sanksi
pembatalan batunak ialah mazhab maliki Jika pembatalan peminangan dilakukan
oleh pihak laki-laki, maka ia tidak berhak meminta sedikitpun hadiah yang telah
diberikannya. Akan tetapi, jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan, maka
si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Analisis
nilai maslahat dalam sanksi pembatalan batunak di masyarakat Simpang Parit
dapat dikaji menggunakan teori maslahah yang dikembangkan dalam hukum
Islam, terutama konsep maslahah dalam konteks ini merujuk pada pertimbangan
manfaat (kemaslahatan) dan bahaya (mudarat) dalam penerapan sanksi adat,

termasuk efek jera yang ditimbulkan.

7.3 Implikasi

Tulisan ini bermaksud untuk memberikan sudut pandang terhadap sanksi
pembatalan batunak pada masyarakat Simpang Parit bahwa ini suatu hal yang
dipertahankan. Karena sanksi pembatalan batunak ialah upaya untuk mengurangi
terjadinya pembatalan batunak, dengan adanya sanksi ini pasangan melakukan
batunak lebih hati-hati dalam mempertimbangkan pembatalan batunak atau

sebagai antisipasi pasangan yang akan melakukan pembatalan batunak.
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7.4 Keterbatasan Studi

Tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Penelitian yang dilakukan di
kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi Jambi hanya
dilakukan pada masyarakat Simpang Parit. Fokus penelitian ini mengapa
masyarakat masih memberlakukan sanksi pembatalan batunak yang berlaku hanya
pada pihak perempuan saja dan dikenakan sanksi dua kali lipat dari tando yang
telah diberikanoleh pihak laki-laki semayam emas (3,37 gram) pada saat batunak.
Tanpa mempertimbangakan pihak mana yang menyebabkan terjadinya
pembatalan batunak. Sehingga penelitian ini hanya fokus pada pelaku, orang tua
pelaku, masyarakat dan pemangku adat yang lebih tau tentang sanksi pembatalan
batunak. Masih ada beberapa isu menarik yang dapat dikembangkan dalam
tatanan masyarakat Simpang Parit, salah satunya terkait batunak dalam

masyarakat Simpang Parit.
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